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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait pelayanan 

publikasi ilmiah, pelayanan pendaftaran dan pendidikan program pasca sarjana, serta 

pelayanan legalisir dapat terselesaikan dengan baik. 

Pelaksanaan forum ini merupakan salah satu upaya Politeknik Ahli Usaha Perikanan 

dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang partisipatif, akuntabel, dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami menerima 

berbagai masukan, saran, dan tanggapan dari para pemangku kepentingan yang 

menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan. 

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan forum, 

termasuk masukan, tanggapan, dan rekomendasi dari para peserta yang menjadi 

bahan evaluasi dan tindak lanjut ke depan. Ucapan terima kasih kami sampaikan 

kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran kegiatan 

ini. 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam 

pengembangan dan penyempurnaan pelayanan publik di lingkungan kami serta 

perwujudan akuntabilitas publik. 

 

 

 

      Dra. Ani Leilani, M.Si 
      NIP. 19641217 199003 2 003 
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      Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan salah satu manifestasi utama dari fungsi 

pemerintahan dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Sebagai bentuk 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat, pelayanan publik memiliki posisi 

strategis dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi 

kelembagaan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). Dalam konteks Indonesia, urgensi terhadap pelayanan 

publik yang berkualitas semakin meningkat, seiring dengan dinamika kebutuhan 

masyarakat, kompleksitas permasalahan sosial, serta ekspektasi terhadap 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses penyelenggaraan 

layanan. 

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik secara tegas menegaskan bahwa setiap instansi 

penyelenggara layanan wajib memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil, 

dan tidak diskriminatif. Undang-undang ini tidak hanya mengatur standar 

layanan, tetapi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam 

perumusan kebijakan dan evaluasi layanan publik. Salah satu bentuk konkret 

dari pelibatan masyarakat tersebut adalah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 

(FKP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Forum Konsultasi Publik menjadi ruang dialog strategis antara 

penyelenggara layanan dan masyarakat. Melalui forum ini, berbagai masukan, 

aspirasi, keluhan, serta rekomendasi dapat dihimpun secara langsung dari 

pengguna layanan. Hal ini sangat penting dalam konteks perbaikan 

berkelanjutan (continuous improvement), di mana layanan publik tidak lagi 

dipandang sebagai proses satu arah, melainkan proses kolaboratif yang 

melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Forum semacam ini juga 

menjadi sarana penguatan nilai-nilai demokrasi, karena masyarakat dilibatkan 

secara langsung dalam proses perbaikan mutu pelayanan. 

Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) sebagai salah satu satuan 

pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan 



Perikanan, memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia 

unggul di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai institusi pendidikan vokasi 

yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), 

Politeknik AUP tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal, tetapi juga 

layanan-layanan pendukung yang berdampak langsung terhadap efektivitas 

proses akademik dan pengembangan karier peserta didik serta alumni. 

Terkait hal tersebut, Politeknik AUP menyelenggarakan Forum Konsultasi 

Publik pada tanggal 3 Juli 2025 sebagai wadah untuk membahas tiga jenis 

layanan strategis, yaitu: 

1. Pelayanan Publikasi Ilmiah, 

2. Pelayanan Pendaftaran dan Pendidikan Program Pascasarjana, dan 

3. Pelayanan Permohonan Legalisir. 

Pelayanan publikasi ilmiah merupakan bagian integral dari sistem 

akademik yang bertujuan mendorong budaya ilmiah, pengembangan 

pengetahuan, serta pencapaian reputasi institusi di tingkat nasional maupun 

internasional. Bagi civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, publikasi 

ilmiah menjadi salah satu indikator kinerja yang tidak bisa diabaikan. 

Ketersediaan sistem pelayanan publikasi yang mudah diakses, responsif, dan 

transparan menjadi krusial dalam menunjang iklim akademik yang sehat dan 

produktif. 

Selanjutnya, pelayanan pendaftaran dan pendidikan program pasca 

sarjana menjadi pintu awal bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pelayanan ini meliputi proses 

administrasi pendaftaran, seleksi, serta pemenuhan kebutuhan informasi 

akademik yang berkelanjutan. Sebagai penyedia layanan, Politeknik AUP 

dituntut untuk memastikan bahwa sistem pendaftaran dan pengelolaan program 

pasca sarjana berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip 

pelayanan prima. 

Sementara itu, pelayanan legalisir dokumen akademik menjadi kebutuhan 

administratif yang sangat penting bagi mahasiswa maupun alumni. Layanan ini 

dibutuhkan dalam berbagai proses lanjutan, seperti pendaftaran kerja, 

pengajuan beasiswa, atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu, kualitas layanan legalisir harus memenuhi standar kepastian waktu, 

keakuratan data, dan kemudahan akses. 



Ketiga layanan tersebut, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, 

memiliki kesamaan dalam hal urgensi dan dampak langsung terhadap 

pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peninjauan, evaluasi, 

dan pembenahan secara sistematis melalui partisipasi publik. Dalam konteks 

inilah Forum Konsultasi Publik menjadi sangat relevan dan diperlukan, sebagai 

ruang terbuka untuk menampung masukan, keluhan, serta ide-ide inovatif dari 

masyarakat, khususnya pengguna layanan langsung. 

Melalui pelaksanaan FKP ini, Politeknik AUP berkomitmen untuk 

menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi dalam merancang strategi 

perbaikan yang terukur dan terarah. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu 

memperkuat sistem pelayanan publik di lingkungan kampus, meningkatkan 

kepuasan pengguna layanan, serta menjadi landasan dalam pembentukan 

kebijakan internal yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai 

berikut: 

1. Memperoleh Pemahanan Hingga Solusi 

Penyelenggara pelayanan dan Masyarakat perlu memperoleh 

pemahanan yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, 

antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan 

evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan 

sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

2. Memberi Kesempatan Kepada Masyarakat 

Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, 

memberikan masukan dan saran kepada penyelenggaran layanan 

publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. 

1.2.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari kegiatan Forum Konsultasi Publik adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Umum 



Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan 

harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang 

merugikan publik; 

2. Bagi Penyelenggara 

a. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan; 

b. Sarana mengajak dan mendidik publik; 

c. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara 

pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang 

ditetapkan. 

3. Bagi Publik 

a. Ruang partisipasi Masyarakat; 

b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan 

atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan; 

c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang 

dilakukan; 

d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan; 

e. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik 

1.3 Sasaran 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh Politeknik Ahli 

Usaha Perikanan memiliki sasaran utama untuk memperkuat kolaborasi antara 

penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Melalui 

forum ini, diharapkan tercipta komunikasi dua arah yang terbuka dan konstruktif 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada tiga 

jenis layanan strategis, yaitu pelayanan publikasi ilmiah, pelayanan pendaftaran 

dan pendidikan program pasca sarjana, serta pelayanan permohonan legalisir 

dokumen akademik. 

Secara lebih rinci, sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi persepsi, harapan, dan kebutuhan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan layanan publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, 

khususnya pada unit-unit yang memberikan layanan publikasi ilmiah, 

pendaftaran dan pendidikan program pasca sarjana, serta permohonan 

legalisir. 



2. Menggali masukan, kritik, dan saran konstruktif dari pengguna layanan 

sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam perumusan standar 

pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas. 

3. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap prosedur, 

kebijakan, serta mekanisme penyelenggaraan layanan yang saat ini 

diterapkan, sehingga tercipta hubungan saling percaya antara penyedia 

layanan dan penerima layanan. 

4. Membangun komitmen bersama antara Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan 

pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan mutu layanan secara 

berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif. 

5. Menyusun rekomendasi perbaikan layanan berdasarkan hasil diskusi dan 

konsultasi publik yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana 

tindak lanjut dan penyempurnaan kebijakan pelayanan ke depan. 

Melalui tercapainya sasaran-sasaran tersebut, kegiatan ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan 

publik di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, serta memperkuat prinsip 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam setiap proses 

penyelenggaraan layanan. 

1.4 Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik 

Tim penyusun standar pelayanan publik adalah tim kecil yang dibentuk 

untuk menyusun standar pelayanan publik berdasarkan Surat Penugasan 

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan Nomor B.     

/POLTEK.AUP/KP.440/V/2025 tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik 

di Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan 

pelayanan publikasi ilmiah, pelayanan pendaftaran dan Pendidikan program 

pasca sarjana dan pelayanan permohonan legalisir. Adapun Tim Penyusun 

Standar Pelayanan Publik sebagai berikut: 

No Nama Pegawai Jabatan Kedudukan  

1. Dra. Ani Leilani, M.Si Direktur Politeknik AUP Penanggung Jawab 

2. 
Dr. Danu Sudrajat, A.Pi., 
M.A.P. 

Ketua Tim Kerja 
Kewirausahaan dan 

Pengelolaan PNBP / Wakil 
Direktur II 

Ketua 



 

1.5 Ruang Lingkup 

1.5.1 Pengertian 

Forum Konsultasi Publik adalh dialog, diskusi pertukaran opini 

secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik 

untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan; penerapan 

kebijakan; dampak kebijakan; evaluasi pelaksanaan kebijakan ataupun 

permasalahan terkait pelayanan publikdalam kerangka transparansi 

dana efektivitas untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

1.5.2 Prinsip Pelaksanaan 

1. Sederhana 

Mudah dilaksanakan, diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya 

terjangkau; 

2. Keadilan 

Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau 

semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi 

geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 

3. Partisipatif 

No Nama Pegawai Jabatan Kedudukan  

3. Nur Syarif Hidayat, S.P 

Ketua Tim Kerja 
Dukungan 

Manajerial/Kasubbag 
Umum 

Anggota 

4. Dr. Yusrizal, S.Pi., M.Si. Lektor Kepala Anggota 

5. 
Dr. Tatty Yuniarti, S.T., 
M.Si. 

Lektor Kepala Anggota 

6. 
Dr. Mugi Mulyono, 
S.St.Pi., M.Si. 

Lektor Kepala Anggota 

7. Rizki Ardianto, ST 
Pranata Komputer Ahli 

Pertama 
Anggota 

8. Fadhilah Anshori, S.Kom 
Pengadministrasi 

Perkantoran 
Anggota 



Mellibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama 

dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil 

kesepakatan. 

4. Akuntabel 

Hal – hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II. METODOLOGI PELAKSANAAN 

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

2.1.1 Waktu Pelaksanaan 

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan FKP ini adalah : 

- Hari / Tanggal : Kamis / 3 Juli 2025 

- Waktu  : 08.00 s.d 17.00 WIB 

2.1.2 Tempat Pelaksanaan 

Lokasi yang menjadi pelaksanaan kegiatan FKP adalah Ruang rapat 

lantai 3, Gedung Direktorat Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jakarta 

Selatan, DKI Jakarta. 

2.2 Penyelenggaraan dan Peserta FKP 

Kegiatan FKP yang diselenggarakan oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan 

di Ruang rapat lantai 3 Gedung Direktorat diikuti oleh ± 70 peserta terdiri dari  

Narasumber dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dan beberapa 

dosen pembimbing, 8 Akademisi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, 1 Tokoh 

Masyarakat sekitar Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Pensiunan Dosen 

Politeknik Ahli Usaha Perikanan), dan 60 Pengguna Layanan (Taruna DIV dan 

Mahasiswa Pasca Sarjana). 

2.3 Metode Pelaksanaan FKP 

Kegiatan FKP ini dilakukan dengan metode diskusi panel antara 

narasumber dengan peserta forum. Dalam kegiatan tersebut terdapat 8 

(delapan) orang narasumber. Pada kesempatan pertama, kata sambutan oleh 

Wakil Direktur I Politeknik Ahli Usaha Perikanan membuka secara resmi kegiatan 

Forum Konsultasi Publik. Selanjutnya paparan materi kedua disampaikan oleh 

Pusat Pendidikan KP, Bapak Dedy Susanto tentang pelayanan publik lingkup 

KKP, dan Kasubbag Umum Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang 

menyampaikan tentang detail pelayanan publik lingkup Politeknik Ahli Usaha 

Perikanan. Setelah paparan narasumber, dilanjutkan dengan diskusi yang 

membahas standar pelayanan. 

2.4 Susunan Acara FKP 

1. Registrasi Peserta  

2. Pembukaan oleh MC 

3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 



4. Pembacaan Doa 

5. Sambutan oleh Wakil Direktur I sekaligus secara resmi membuka acara 

FKP 

6. Foto Bersama  

7. Diskusi panel oleh 2 Narasumber 

8. Review standar pelayanan lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan 

9. ISHOMA 

10. Bimbingan teknis implementasi publikasi jurnal 

11. Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP 

3.1 Identifikasi Masalah 

Dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan 

oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan pada tanggal 3 Juli 2025, telah dilakukan 

penjaringan aspirasi dan masukan dari pengguna layanan terkait tiga jenis 

layanan, yaitu pelayanan publikasi ilmiah, pelayanan pendaftaran dan 

pendidikan program pasca sarjana, serta pelayanan permohonan legalisir. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, kekurangan, 

serta harapan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. 

Dari hasil diskusi dan tanggapan peserta FKP, ditemukan beberapa 

permasalahan utama. Pada pelayanan publikasi ilmiah, peserta menyoroti 

kurangnya kecepatan dalam proses review naskah dan minimnya transparansi 

dalam alur pengajuan hingga publikasi. Sementara itu, pada layanan 

pendaftaran dan pendidikan pasca sarjana, permasalahan yang mencuat adalah 

keterbatasan informasi yang tersedia secara daring, kesulitan akses dokumen 

administrasi, serta waktu respons yang tidak konsisten selama proses 

pendaftaran. Adapun pada layanan permohonan legalisir, keluhan utama berasal 

dari lamanya waktu proses legalisasi dokumen, serta belum tersedianya sistem 

layanan legalisir secara daring yang memudahkan pengguna di luar wilayah 

kampus. 

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi perhatian penting bagi 

Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk dapat segera dilakukan pembenahan 

guna mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap 

kebutuhan pengguna. 

3.2 Analisis FKP 

Berdasarkan hasil identifikasi dan diskusi dalam pelaksanaan Forum 

Konsultasi Publik (FKP), dilakukan analisis terhadap akar permasalahan yang 

ditemukan serta potensi solusi yang dapat diterapkan untuk peningkatan kualitas 

layanan. 

Pada aspek pelayanan publikasi ilmiah, analisis menunjukkan bahwa 

keterlambatan proses disebabkan oleh belum optimalnya sistem manajemen 

editorial internal serta keterbatasan sumber daya reviewer yang tersedia. Untuk 

itu, perlu dilakukan penguatan sistem digitalisasi alur publikasi, termasuk 



pemanfaatan platform online terintegrasi, serta penambahan tenaga reviewer 

yang kompeten. 

Dalam pelayanan pendaftaran dan pendidikan program pasca sarjana, 

hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan informasi dan layanan 

administrasi disebabkan oleh kurangnya integrasi antar unit serta minimnya 

pembaruan informasi di laman resmi. Perlu dilakukan optimalisasi fungsi website 

resmi, pelatihan layanan publik bagi petugas frontliner, dan peningkatan 

keterbukaan informasi terkait jadwal, persyaratan, serta prosedur pendidikan. 

Sementara itu, pada pelayanan permohonan legalisir, analisis menemukan 

bahwa prosedur legalisasi masih berjalan secara manual dan belum mengadopsi 

sistem layanan elektronik. Oleh karena itu, disarankan agar layanan legalisir 

berbasis daring segera dikembangkan, termasuk penguatan sistem verifikasi 

dan keamanan digital dokumen. 

Secara umum, FKP telah memberikan gambaran nyata terhadap kondisi 

layanan yang ada serta membuka ruang perbaikan berdasarkan kebutuhan 

nyata pengguna. Hasil analisis ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan 

rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan 

Politeknik Ahli Usaha Perikanan. 

3.3 Pemaparan Narasumber 

Pemaparan pertama disampaikan oleh Bapak Dedy Susanto dari Pusat 

Pendidikan KP, BPPSDM yang dapat dirangkum sebagai berikut: 

Pelayanan Publik lingkup BPPSDM 

Dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), Pusat Pendidikan Kelautan dan 

Perikanan (Pusdik KP) menyampaikan pemaparan menyeluruh mengenai 

implementasi pelayanan publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). 

Pemaparan ini menegaskan komitmen institusi dalam mewujudkan pelayanan 

publik yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

Secara umum, implementasi pelayanan publik di bawah lingkup BPPSDM 

telah mengacu pada prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, 

efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Seluruh satuan pendidikan di bawah 

koordinasi Pusdik KP — termasuk politeknik dan satuan pendidikan non-formal 

— telah melakukan berbagai inovasi pelayanan, baik dari sisi digitalisasi proses 



layanan, peningkatan kompetensi SDM layanan, maupun penguatan tata kelola 

pengaduan dan masukan masyarakat. 

Beberapa capaian strategis yang disampaikan antara lain adalah 

implementasi sistem informasi terintegrasi dalam proses pendaftaran peserta 

didik, layanan administrasi akademik, hingga layanan kealumnian. Selain itu, 

satuan pendidikan juga telah mulai mengadopsi layanan berbasis daring untuk 

kebutuhan seperti legalisir dokumen, publikasi karya ilmiah, dan pengelolaan 

data pembelajaran. Di sisi lain, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) juga telah menjadi bagian rutin dalam evaluasi kinerja layanan publik, 

dengan hasil yang digunakan sebagai dasar perbaikan layanan secara 

berkelanjutan. 

Namun demikian, Pusdik KP juga menggarisbawahi bahwa masih terdapat 

tantangan yang perlu terus direspons secara strategis, seperti keterbatasan 

infrastruktur teknologi di beberapa daerah, perbedaan kapasitas antar satuan 

pendidikan, serta perlunya harmonisasi standar pelayanan di seluruh unit 

pelaksana. 

Sebagai penutup, Pusdik KP menekankan pentingnya sinergi antara pusat, 

satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan eksternal dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang adaptif dan inovatif. Komitmen ini sejalan dengan arah 

kebijakan BPPSDM KP dalam mendukung reformasi birokrasi dan transformasi 

layanan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan menuju layanan prima 

berbasis kebutuhan masyarakat. 

Selanjutnya paparan kedua disampaikan oleh Kasubbag Umum, Bapak 

Nur Syarif Hidayat yang menyampaikan tentang pelayanan publik di lingkungan 

Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagai berikut: 

Pelayanan Publik Lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan 

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

keterbukaan informasi, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) telah melakukan 

berbagai upaya strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang 

mencerminkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada 

kepuasan pengguna layanan. Dalam Forum Konsultasi Publik yang 

dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025, Politeknik AUP memaparkan 

pelaksanaan tiga jenis pelayanan publik utama yang menjadi perhatian dan 

kebutuhan masyarakat, yaitu Pelayanan Publikasi Ilmiah, Pelayanan 



Pendaftaran dan Pendidikan Program Pascasarjana, serta Pelayanan 

Permohonan Legalisir. 

Pelayanan Publikasi Ilmiah 

Pelayanan publikasi ilmiah menjadi salah satu bagian penting dalam 

mendukung budaya akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan di 

lingkungan Politeknik AUP. Saat ini, proses pelayanan publikasi ilmiah 

dilaksanakan melalui jurnal ilmiah terakreditasi yang dikelola oleh unit penerbitan 

internal kampus. Prosesnya mencakup tahap pengajuan, review, revisi, hingga 

penerbitan artikel ilmiah. Politeknik AUP telah mengupayakan digitalisasi alur 

pengajuan dan menyediakan sistem pengelolaan jurnal daring, meskipun dalam 

implementasinya masih terdapat tantangan terkait kecepatan dan konsistensi 

proses editorial. Upaya penguatan kapasitas pengelola jurnal dan optimalisasi 

sistem manajemen publikasi tengah dilakukan sebagai langkah perbaikan 

berkelanjutan. 

Pelayanan Pendaftaran dan Pendidikan Program Pascasarjana 

Pelayanan ini mencakup proses seleksi, administrasi akademik, hingga 

layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa program pascasarjana. 

Dalam pelaksanaannya, Politeknik AUP telah menyediakan kanal informasi dan 

pendaftaran secara daring melalui website resmi, meskipun masih perlu 

penguatan dari sisi kelengkapan informasi, kecepatan respons, dan integrasi 

sistem dengan unit akademik. Pengelolaan pendidikan pascasarjana juga terus 

diarahkan untuk memenuhi standar mutu dan pelayanan yang sejalan dengan 

kebutuhan peserta didik, termasuk dalam hal layanan administrasi, bimbingan 

akademik, dan pengelolaan tesis. Layanan ini diharapkan terus berkembang 

menjadi layanan unggulan berbasis digital yang mudah diakses dan responsif. 

Pelayanan Permohonan Legalisir 

Pelayanan legalisir dokumen merupakan salah satu layanan yang memiliki 

frekuensi tinggi, khususnya dari alumni dan mahasiswa tingkat akhir. Saat ini, 

proses legalisir masih dijalankan secara semi-manual dengan mekanisme 

permohonan melalui loket atau pengajuan via email. Politeknik AUP tengah 

mengembangkan sistem e-legitimasi untuk mempercepat proses legalisir, 

meningkatkan akurasi, serta memberikan kemudahan bagi pemohon yang 

berdomisili di luar daerah. Pelayanan legalisir juga telah dilengkapi dengan 



standar prosedur dan waktu layanan, namun perlu ditingkatkan dari sisi 

digitalisasi, tracking status permohonan, dan keamanan dokumen elektronik. 

Secara umum, pemaparan ini menunjukkan bahwa Politeknik Ahli Usaha 

Perikanan telah memiliki komitmen dalam menghadirkan layanan publik yang 

inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta harapan 

masyarakat. Meski masih terdapat beberapa tantangan, langkah-langkah 

perbaikan telah dan terus dilakukan sebagai bagian dari transformasi pelayanan 

publik menuju tata kelola yang lebih baik. 

3.4 Penandatanganan BA Kesepakatan 

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025, seluruh rangkaian diskusi, 

penyampaian masukan, serta identifikasi permasalahan dan alternatif solusi atas 

pelayanan publik di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan telah 

dirumuskan ke dalam dokumen Berita Acara (BA) Kesepakatan Hasil FKP. 

Penandatanganan Berita Acara ini menjadi bentuk nyata dari komitmen 

bersama antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, termasuk unsur 

perwakilan masyarakat, akademisi, alumni, dan stakeholder terkait, untuk 

mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, inklusif, dan 

berkelanjutan. Kesepakatan tersebut mencakup poin-poin strategis terkait 

rekomendasi perbaikan pada tiga jenis layanan utama, yaitu Pelayanan 

Publikasi Ilmiah, Pelayanan Pendaftaran dan Pendidikan Program 

Pascasarjana, serta Pelayanan Permohonan Legalisir. 

Dalam proses penandatanganan, masing-masing pihak menyatakan 

persetujuan terhadap hasil FKP yang telah dirumuskan secara terbuka, objektif, 

dan partisipatif. Berita Acara ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga 

sebagai dasar untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan evaluasi atas 

implementasi pelayanan ke depan. 

Dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Berita Acara 

Kesepakatan Hasil FKP, diharapkan Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat terus 

memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, sesuai 

dengan harapan masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan yang 

berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. 

1. Rencana Aksi FKP 



Berdasarkan hasil diskusi panel dan tanya jawab serta ditandatanganinya 

Berita Acara FKP Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dapat dijelaskan beberapa 

rencana aksi sebagai berikut: 

No 
Rekomendasi dan 

Target 
Penyelesaian 

Tindak Lanjut Penjelasan 

1 Teknis Register 
pada Jurnal JPPKP 

Bentuk Tindak Lanjut Tim Pengelola 
Jurnal akan 
menindaklanjuti 
permasalahan 
register  

Waktu Pelaksanaan Minggu ke 2 Juli 
2025 

Rencana Aksi Pendampingan 
kepada penulis 

2 Evaluasi Standar 
Pelayanan 
(terlampir) 

Bentuk Tindak Lanjut Ditetapkan dan 
dipublikasikan 

Waktu Pelaksanaan Juli 2025 

Rencana Aksi Penetapan 
standar 
pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025 

oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan telah memberikan ruang dialog terbuka 

antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, sebagai bagian dari 

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang partisipatif dan berkelanjutan. 

Melalui forum ini, telah diidentifikasi berbagai permasalahan yang masih 

dihadapi dalam penyelenggaraan tiga layanan utama, yaitu Pelayanan Publikasi 

Ilmiah, Pelayanan Pendaftaran dan Pendidikan Program Pascasarjana, serta 

Pelayanan Permohonan Legalisir. Permasalahan yang mencuat meliputi 

keterbatasan sistem digitalisasi, kurangnya kecepatan dan transparansi proses 

layanan, serta perlunya peningkatan kualitas informasi dan aksesibilitas layanan. 

Hasil diskusi dan analisis dalam forum ini telah menghasilkan sejumlah 

rekomendasi strategis yang disepakati bersama oleh para peserta, termasuk 

rencana pengembangan sistem layanan digital, penguatan kapasitas SDM, serta 

penyusunan standar pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan 

pengguna. Seluruh hasil dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam 

Berita Acara Kesepakatan Hasil FKP yang ditandatangani oleh perwakilan pihak 

terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam melakukan perbaikan. 

Dengan terselenggaranya FKP ini, diharapkan Politeknik Ahli Usaha 

Perikanan dapat terus memperkuat transformasi pelayanan publik yang 

berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata 

kelola pendidikan tinggi vokasi yang transparan, profesional, dan adaptif 

terhadap tantangan zaman. 

4.2 Saran 

4.2.1 Digitalisasi layanan perlu dipercepat untuk meningkatkan aksesibilitas, 

efisiensi, dan transparansi. 

4.2.2 Standar operasional prosedur (SOP) setiap layanan perlu diperbarui 

dan disosialisasikan secara luas. 

4.2.3 Penguatan kapasitas SDM layanan publik melalui pelatihan komunikasi 

dan pemanfaatan teknologi informasi. 

4.2.4 Peningkatan integrasi sistem informasi antar unit untuk mendukung 

pelayanan yang lebih terpadu. 



4.2.5 Monitoring dan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut hasil FKP agar 

perbaikan layanan berjalan efektif. 
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